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Fenomena pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga
secara verbal dalam bentuk catcalling, yaitu tindakan berupa siulan, komentar, atau
ungkapan bernuansa seksual di ruang publik yang tidak dikehendaki korban.
Meskipun sering dianggap sepele, tindakan ini dapat merendahkan kehormatan dan

martabat serta mengganggu rasa aman korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis catcalling dalam perspektif
hukum perdata sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata, serta mengkaji perlindungan terhadap hak kepribadian korban.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling memenuhi unsur perbuatan
melawan hukum, melanggar hak kepribadian korban, khususnya kehormatan dan
martabat. Oleh karena itu, korban berhak mengajukan gugatan ganti rugi, termasuk

ganti rugi immateriil atas penderitaan psikologis yang dialami.

Dengan demikian, perlindungan hukum perdata penting untuk menjamin

pemulihan hak korban serta memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: catcalling, perbuatan melawan hukum, hak kepribadian, ganti

rugi immateriil, hukum perdata.
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1. Bagaimana keduduk hak kepribadian korban pelecehan
seksual (catcalling) dalam sistem hukum perdata.

Rumusan Masalah
2. Bagimana bentuk perindungan hukum perdata dan

upaya pemulihan hak kepribadian korban pelecehan
seksual (Catcalling)

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak
kepribadian korban pelecehan seksual verbal (catcalling)
dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk
perlindungan hukum perdata serta upaya pemulihan hak
kepribadian korban melalui gugatan perbuatan melawan

hukum dan ganti rugi immateriil.
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